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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 17 TAHUN 2009 

TENTANG 
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI 

LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  
 

: bahwa untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan 
dalam penyediaan tenaga listrik guna memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dan tenaga kerja, serta 
untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, 
perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia mengenai 
Luminer sebagai Standar Wajib dalam suatu Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3317);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 



2009, No.250 2

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4628);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);  

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 
Agustus 2007;  

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang 
Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 
Keselamatan;  

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang 


